QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 5 TAIIUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATLEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAIIMAT ALLALI YANG MAIIA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : 4. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah, maka
untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna
dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan
kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkcbunan dan
Kehutanan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut periu ditctapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Ncgara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041), scbagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 “Tahun 1999 tentang  Pemerintahan

Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan _
Lembaran Negara Nomor 3839); '

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (entang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893),

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3897),

6. Undang-undang Nomor § Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3963);

. | 7. Undang ... 74//
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1. Undang-undang Nomor 18 ‘Tahun 2001 lentang, Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Dacrah Istimewa Acch Scbagai Provinsi Nanggroe
Acch Darussalam:

Peraturan Pemerinah Nomor 6 Tahun 1988 entang, Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3375),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 I’

Pemerintah dan Kewenangan
(Lembaran Negara Tahun 200(
Ncgara Nomor 3952);

ahun 2000 tentang Kewenangan
Propinsi scbagai Dacrah Otonom
) Nomor 25, Tambahan |embaran

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 84 'l‘ahun 2000 (entang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165),

[l Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tcntang Wewcenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Ncgara Nomor 40 14);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 lentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4018); -

I3.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
Penyusunan Peraturan Perundang-
Undang-undang, Rancangan Pera
Kepulusan Presiden (Lembaran N

14. Keputusan Menter; Dalam Negeri dan O
Tahun 2000 tentang Pedoman Sy
Perangkat Dacrah Kabupaten /Kot

1999 tentang Teknik
undangan dan Bentuk Rancangan
turan Pemerintah dan Rancangan
cgara Tahun 1999 Nomor 70),

tonomi Daerah Nomor 50

sunan Organisasi dan Tata Kerja
a.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN KABUPATEN BIREUEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTA
SUSUNAN ORGANISASI DAN

NG l’EMBENTUKAN,
PERKEBUNAN DAN KEHUT

TATA  KERJA DINAS
ANAN KABUPATEN BIREUEN,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Qanun in; yang dimaksuq dengan :
L. Dgerah Otonom selan;

jutnya discbut Daerah adalah Daerah Kabupaten
ireuen
2. Pemerintah Dacrapy adalah Kepala Dacra, beserta Perangkat Dacrah
Otonom yang lai

n sebagai Budun Eksekutif Daerah;
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Bupati adalah Bupati Bircuen; '

4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya discbut Sekretaris Daerah
adalah Sckrelaris Dacrah Kabupaten Bircuen; '

5. Dinas Perkebunan dan Kchutanan adalah Dinas Pcrkcbunan. dan
Kehutanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Daerah Kabupalen Bireuen;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Bircuen:

7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkqbunan dan Kehutanan
Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksapa Dinas yang melaksanakan
urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan
kewenangannyu; N

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah U_nll Pelaksana 'Tckmf

Dinas Perkebunan dan Kchutanan Kabupaten Bircuen scbagai unsus

pelaksana operasional di lapangan.

BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Bircuen.

BAB I11
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan F ungsi

Pasal 3

(1) Dinas Perkebunan dan Kchutanan Kabupaten Bireuen mcrupakan

unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang  perkebunan dan
kehutanan.

(2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan d;
Dinas yang berada dibawah dan be
melalui Sekretaris Daerah.

pimpin oleh scorang Kepala
rlanggung jawab Kcpada Bupati

Pasal 4

Dinas Perkebunan dan Kchutanan mcmpunyai  tugas melaksanakan
kewenangan Pemerintah  Daeraly dalam bidang  perkebunan dan
kehutanan,
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¢. Penyusunan program  pembinaan sumber  daya manusiypetugas
perkebunan  dan Kehutanan yang  mehputt  tekms  tungsional
Kelerampilan:

d. Pelaksanaan pengelolaan, pembingan, pengawasan dan perizinan;

¢ Pelaksanaan pencrapan dan pengkagian teknologt perkebunan dan
kehutanan:

t. Pelaksanaan pengawasan  dan pengendalian  terhadap  peredaran
penjualan hasil perkebunan dan hasil hutan;

8. Pelaksanaan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan;

h

. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan produksi perkebunan
dan kehutanan (hutan rakyat) persutraan alam dan hasil hutan lamnnya;

Pelaksanaan Penghijauan, Konservasi tanah dan air:

Pelaksanaan pemberian bantuan Kepada masyarakat dan lcn}bugu

swadaya masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan tungs:

hutan, tanah dan air,

Pengelolaan administrasi umum, meliputt ketatausahaan, Keuangan,

kepegawaian, perlengkapan/peralatan. arganisast dan ketatalaksanaan:

l. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

e

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

PPasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kchutanan terdiri dari:
4. Kepala Dinas:
b. Bagian Tata Usaha;
> Sub Dinas Produksi:
d. Sub Dinas Kelembagaan Usaha:
¢. Sub Dinas Perlindungan Tanaman:
I Sub Dinas Pembinaan dan Prasarany Kehutanan:
g. Cabang Dinas;
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ):
. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdin dari
. Sub Bagian Perencanaan:

b. Sub Bagian Kepegawaian:
¢. Sub Bagian Keuangan;

. Sub Bagian Umum,

=]

Q.

(3) Sub Dinas Produks; terdin dari
a4 Seksi Budidaya
b. Seksi Pengembangan:
¢. Secksi Pengembangan Tchnologi, Alat dan Mesin (Alsin);
d. Seksi Data, Evalugsi dan Pelaporan.

(4)Sub Dinas Kelembagaan Usaha terdini dars :
a. Scksi Sumber Daya dan Pengendalian Usaha;
b. Seksi Pengawasan dan Perizinan Usaha,
C. Seksi Permodalan dan Kelembagaan;
d. Scksi Promosi dan Analisa Pasar

(5) Sub "ZL
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(5) Sub Dinas Perlindungan Tanaman terdiri dari :

Seksi Peramalan dan Pengendalian O

Scksi Pengawasan, Pengujian Mutu Benih dan Saprotan:
Seksi Konservasi Tanah dan Air;

- Scksi Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran,

oo os

(0) Sub Dinas Pembinaan dan Prasarana Kehutanan terdiri dari -
a. Seksi Rehabilitasi Pengayaan dan Hutan Kemasyarakatan;
b. Scksi Penghijauan dan Hutan Rakyalt,
¢. Scksi Pemantaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan:

d. Scksi Peredaran Hasil dan luran Kehutanan.
Pasal 7

(1) Rincian tugas jabatan Bagian Tala Usaha, Sub Dinas, Sub Bugian, d.un
Scksi sebagaimana tersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana “Tcknis Dinas  akan ditctapkan lcbih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

(3) Kelompok Jabatan FFungsional teediri dari scjumlah tcnaga tcrampil,
dalam  jenjang Jabatan  fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Bagan  Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan  Kehutanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak (crpisahkan dengan Qanun ini.

BAB 1V
KEPEGAWAIAN
Pasal 8
(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IL.b.

(2)Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan
Eselon I11.a.

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Scksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 9

(I)Kepala Dinas, Kepula Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas
diangkat dan diberhentikan olch Bupati atas usy| Sckretaris Dacrah.

(2) Kepala ... /‘}%
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(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Scksi, Kepala Cabang .Dinus dgn Kepala
Unit Pelaksana “T'cknis Dinas diangkat dan dlbcrhcptlkan olch
Sckretaris Dacrah atas pelimpahan kewenangan olchBupati,

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian T ala Usahg,
Kepala Sub  Dinas, Kepala: Sub Bagian dan Kepala Sck§| \yujll?
mencrapkan prinsip koordinasi, intcgrasi, sinkron_isasi da_n simplikasi
sccara verlikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemcnnlah Dacrah
maupun Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Sctiap pimpinan  satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib
mengawasi- bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil  langkah-langkah yang diperlukan  scsuai dengan
ketentuan yang berlaku,

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung
Jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan serta pelunjuk  bagi pelaksanaan lugas
bawahannya,

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
pclunjuk dan bertanggung  jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat waktu,

Pasal 14

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan  satuan organisasi dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan scbagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada
bawahannya,

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-
laporan wajib disampaikan pula kepada
fungsional mempunyai hubungan kerja.

masing kepada alasan, tembusan
satuan organisasi lain yang sceara

Pasal ... /%
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Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas seliap pimpinan orgunisasi_ diba.ntu' olch
Satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapal berkala.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka scmua ketentuan yang bertentangan
dengan Qanun inj dinyatakan tidak berlakuy lagi.

BAB VI1I
KETENTUAN PEN urup
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam

Qanun ini, akan diatyr lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati sepanjang

mengenai ketentuan pelaksanaannya.
Pasal 19

Qanun ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun
ini dengan penempatannya dalam Iembaran Daerah Kabupaten Bireuen,

Diundangkan di Bireuen
pada _tgpgg_:_n!_ 10 Januari 2002

AT AN T
\‘A\; k“il

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 20¢2 NOMOR 35
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PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 5 TAIIUN 2002
TENTANG

I’EMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERIJA
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BIREUEN

. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang  Pedoman Organisasi Perangkat  Dacrah, maka kepada Daf:r.m_
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan  Susunan Organisasi
Perangkat Dacrah sesuai dengan kemampuan keuangan Dacrah.

3. Bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinag Perkebunan dan
Kehutanan tersebut diatas adalah berpedoman k

epada Keputusan Menter; Dalam
Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah.

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 - Cukup Jelas,

AL%.
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BAGAN STRUKTUR ORGANISAS| DINAS PERKEBUNAN
nxzﬁmeCﬂbz>Z_6Pmcvbﬂm2mENmCmZ

KEPALA
DINAS

|

4

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BiRE
NOMOR . 5 TAHUN
TANGGAL - 9 JANUAS

BAGIAN
TATA USAHA

i
_ |

I

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

mcw wbmr» MCwthSZ MCmNbQ)Z
KEPEGAWAIAN KEUANGAN UMUM

[

“ [

KELOMPOK SUE DINAS SUB DINAS
JABATAN FRODUKS! KELEMBAGAAN
FUNGSIONAL USAHA
| | / |
[
| | SEKS! SEKSI SUMEER DAYA,
BUDI DAYA CAN FENGENDALIAN
LAHAN USARA
SEKSi SEKSI

PENGAWASAN DAN

PENGEMEBANGAN
PERIZINAN USAHA

SEKSI PENGEMBANGAN SEKS| PERMODALAN

TEKNCLOGI, ALAT DAN DAN KELEMBAGAAN
MESIN (ALSIN)
SEKSIDATA, SEKS!
EVALUASI DAN PROMOSI DAN
PELAPORAN ANALISA PASAR

|

SUB DINAS
PERLINDUNGAN
TANAMAN

SEKSI
PERAMALAN DAN
PENGENDALIAN OPT

SEKS! PENGAWASAN,
FENGUJIAN MUTU BENIH
DAN SAPRCTAN

SEKSI
KONSERVASI
TANAH DAN AIR

SEKSI PENGENDALIAN
DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN

UPTD

-

CABANG DINAS

SU3 DINAS
PEMIN2AN DAN
FRASASANA KE=UTANAN

I

SEXS! REHAZILITASI,
PENGAVAAN TAN

HUTAN KEMASYARAKATAN

SEKSI
PENGHIJAUAN DAN
HUTAN RAKYAT

SEXSI PEMANFAATAN
DAN PENG=ZLOLAAN
HASIL MUTAN

SEKSI PEREDARAN
HASIL DAN IURAN
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